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Abstract

This research employs a qualitative approach with a descriptive analytical design to analyze the mechanism of
debtor's asset utilization post-bankruptcy in Indonesian bankruptcy law. The primary objective of this study is
to identify strategies that can enhance the economic value and benefits for creditors, as well as address the
challenges and obstacles in utilizing debtor's assets post-bankruptcy. Data is collected through direct
observation of asset management by curators and auction implementation, as well as secondary data analysis
such as legal documents, related literature, bankruptcy court reports, and statistical data. The research findings
are expected to contribute significantly to understanding and addressing the challenges in utilizing debtor's
assets post-bankruptcy in Indonesia, and provide practical recommendations for creditors and other stakeholders
to improve the effectiveness and efficiency of debtor's asset utilization.

Keywords: Asset Utilization; Bankruptcy; Debtor's Assets

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk
menganalisis mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan dalam hukum kepailitan di
Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dapat
meningkatkan nilai ekonomi dan manfaat bagi kreditur serta mengatasi tantangan dan hambatan
dalam pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung
terhadap pengelolaan aset oleh kurator dan pelaksanaan lelang, serta analisis data sekunder seperti
dokumen hukum, literatur terkait, laporan pengadilan kepailitan, dan data statistik. Hasil penelitian
diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi tantangan dalam
pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi
kreditur dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pemanfaatan aset debitur.

Kata Kunci: Aset Debitur; Kepailitan; Pemanfaatan Aset
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PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kepailitan perusahaan di Indonesia
menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan bahwa
jumlah permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
meningkat dari 435 pada tahun 2019 menjadi 726 pada tahun 2021. Peningkatan ini
terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan total 563 permohonan pailit dan PKPU
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per 14 Oktober 2023." Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan
kekhawatiran, seperti apa penyebab di balik meningkatnya angka kepailitan
perusahaan, apa dampaknya terhadap ekonomi nasional, dan apa solusi yang dapat
diambil untuk mengatasinya.?

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
perekonomian nasional, termasuk sektor usaha. Pembatasan sosial dan aktivitas
ekonomi yang diterapkan selama pandemi telah menyebabkan banyak perusahaan
mengalami penurunan omzet dan laba, sehingga kesulitan untuk memenubhi
kewajiban keuangannya. Perusahaan di sektor pariwisata, perhotelan, dan ritel
mengalami dampak yang paling parah. Selain itu, kondisi ekonomi makro global
dan nasional yang tidak stabil, seperti inflasi yang tinggi, suku bunga yang naik, dan
nilai tukar rupiah yang melemah, turut memperburuk kondisi keuangan
perusahaan. Ketidakpastian ekonomi membuat biaya operasional perusahaan
meningkat sementara daya beli konsumen menurun.’

Persaingan bisnis yang semakin ketat, terutama di era digital, membuat
banyak perusahaan kesulitan untuk bertahan dan bersaing. Era digital membawa
perubahan signifikan dalam model bisnis dan pola konsumsi, yang seringkali tidak
diantisipasi dengan baik oleh perusahaan konvensional.* Di sisi lain, lemahnya
manajemen keuangan menjadi faktor risiko yang signifikan. Kurangnya
pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan sering kali
menyebabkan keputusan-keputusan yang merugikan. Akses permodalan yang
terbatas, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM), juga menghambat
pertumbuhan dan pengembangan usaha, sehingga meningkatkan risiko kepailitan.’

Regulasi dan birokrasi yang rumit dan tidak efisien menjadi hambatan
tambahan bagi perusahaan. Proses perizinan yang berbelit-belit, ketidakpastian
hukum, dan beban regulasi yang tinggi dapat menghalangi inovasi dan ekspansi
usaha. Semua faktor ini berkontribusi pada meningkatnya angka kepailitan
perusahaan di Indonesia.® Kepailitan merupakan proses hukum yang dinyatakan
oleh pengadilan atas sebuah perusahaan yang tidak mampu lagi membayar

! Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 26
Juni 2024 dari http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/.

2 Zebua, R.S. Y, Hendriyani, C., Sukmadewi, R., Thaha, A. R., Tahir, R., Purbasari, R., ... & Subagja, A.
D. (2023). BISNIS DIGITAL: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan.
Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, h 13.

? Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2022). Analisa kebijakan pemberlakuan PPKM pada masa pandemi
Covid 19 terhadap industri skala kecil dan menengah makanan dan minuman. Jurnal Manajemen
Dayasaing, 23(2), h. 100.

* Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L.
(2024). Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital. Jambi: PT. Sonpedia
Publishing Indonesia, h. 15.

® Sri Mulyantini, M. M., & Dewi Indriasih, M. M. (2021). Cerdas memahami dan mengelola keuangan
bagi masyarakat di era informasi digital. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

®Sari, A. R., & SH, M. S. (2024). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi
Nusa, h. 18.
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utang-utangnya.” Proses ini tidak hanya berdampak pada perusahaan yang
bersangkutan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ekonomi
nasional dan para kreditur. Untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari
kepailitan,  penting untuk  mengeksplorasi = dampak-dampaknya  serta
langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko ini.

Kepailitan perusahaan dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam
pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berkurangnya jumlah perusahaan yang
aktif dan produktif, kontribusi terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan
kerja juga menurun. Ini berdampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi
negara. Selain itu, hilangnya pekerjaan akibat kepailitan perusahaan meningkatkan
angka pengangguran, yang selanjutnya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat
secara keseluruhan.

Kepercayaan investor juga cenderung menurun seiring meningkatnya angka
kepailitan. Investor biasanya mencari stabilitas dan kepercayaan dalam iklim
investasi suatu negara. Meningkatnya kasus kepailitan dapat memberikan sinyal
buruk tentang kesehatan ekonomi dan manajemen risiko di negara tersebut,
sehingga mengurangi minat investasi.

Dampak lebih lanjut dari kepailitan adalah melemahnya daya saing
nasional. Ketika perusahaan yang mampu bersaing di pasar global mengalami
kepailitan, hal ini mengurangi jumlah entitas yang dapat memajukan inovasi dan
ekspansi internasional, mengakibatkan penurunan daya saing negara di arena
global. Kepailitan juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, terutama jika
perusahaan yang mengalami kepailitan adalah entitas besar di sektor keuangan.
Gangguan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan yang lebih luas dalam sistem
keuangan nasional, menimbulkan risiko sistemik yang memerlukan intervensi
pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi.

Bagi kreditur, kepailitan perusahaan juga membawa dampak negatif yang
signifikan. Salah satu risiko utama adalah kehilangan aset yang dijaminkan oleh
perusahaan pailit. Dalam proses kepailitan, aset perusahaan yang tersisa akan
dibagikan kepada seluruh kreditur sesuai dengan proporsi piutangnya. Hal ini
sering kali berarti bahwa kreditur tidak akan mendapatkan kembali seluruh nilai
pinjamannya, menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar.

Proses penagihan utang dari perusahaan pailit biasanya sangat rumit dan
memakan waktu lama. Kreditur harus melalui prosedur hukum yang panjang dan
sering kali berbelit-belit untuk mendapatkan kembali sebagian dari hak mereka.

7 Putri, E. N., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR
NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 3(1), h.
355.
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Proses yang panjang ini tidak hanya menyebabkan kerugian waktu tetapi juga biaya
tambahan dalam bentuk biaya hukum dan administrasi.®

Selain kerugian finansial langsung, kepailitan perusahaan juga dapat
merusak reputasi kreditur. Kreditur yang dikenal memberikan pinjaman kepada
perusahaan yang kemudian mengalami kepailitan mungkin dianggap kurang
berhati-hati dalam proses analisis kreditnya. Reputasi yang rusak ini dapat
berdampak negatif pada kemampuan kreditur untuk menarik pelanggan baru atau
mempertahankan pelanggan yang ada.’

Kepailitan sering kali dipandang sebagai proses yang membawa banyak
dampak negatif, baik bagi ekonomi maupun para kreditur. Namun, di balik dampak
negatifnya, terdapat peluang untuk memanfaatkan aset debitur pasca kepailitan
secara optimal. Pemanfaatan aset debitur ini dapat memberikan berbagai manfaat,
mulai dari meminimalkan kerugian kreditur hingga mendukung pemulihan
ekonomi. Untuk itu, penting untuk mengeksplorasi peluang-peluang ini serta
tantangan dan solusi yang diperlukan untuk mengoptimalkan proses tersebut."

Salah satu manfaat utama dari pemanfaatan aset debitur adalah
meminimalkan kerugian kreditur. Aset debitur dapat dijual atau dilelang untuk
melunasi sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, sehingga membantu
meringankan beban keuangan mereka dan mencegah kerugian yang lebih besar."
Selain itu, aset yang produktif dapat dioperasikan kembali oleh pihak lain,
menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian, pemanfaatan aset debitur dapat mengurangi dampak negatif kepailitan
terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Pemanfaatan aset debitur juga penting untuk menjaga nilai aset. Aset yang
tidak dimanfaatkan berisiko mengalami penurunan nilai seiring waktu. Dengan
memanfaatkannya secara optimal, nilai aset dapat dipertahankan dan manfaatnya
dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan yang terstruktur dan terukur dapat
mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan
semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat
memantau proses pemanfaatan aset secara efektif.

Meskipun ada banyak manfaat, proses pemanfaatan aset debitur pasca
kepailitan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan
utama adalah kompleksitas proses hukum. Proses kepailitan dan pemanfaatan aset

® SAGALA, L. B. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK (KREDITUR) ATAS
PENGAMBILALIHAN AGUNAN MELALUI MEKANISME AYDA (AGUNAN YANG DIAMBIL
ALIH) (Doctoral dissertation, MAGISTER KENOTARIATAN), h. 54.

’ Adrian Sutedi, S. H. (2023). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 43.

1 Muallif, R, & Gultom, E. R. (2023). ASPEK KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. UNES Law Review,
5(4), h. 1748.

" Kosasih, J. I, & SH, M. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian
Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), h. 53.
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debitur melibatkan berbagai pihak dan regulasi hukum yang kompleks, yang sering
kali sulit dipahami dan dilaksanakan. Selain itu, kurangnya informasi tentang aset
debitur dan nilai asetnya sering kali menjadi hambatan. Tanpa informasi yang
memadai, sulit bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan
yang tepat.

Kurangnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan juga dapat
menghambat proses pemanfaatan aset. Proses yang melibatkan banyak pihak
membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.
Tanpa koordinasi yang baik, proses dapat terhambat dan memicu inefisiensi, yang
pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat."

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi.
Penyederhanaan proses hukum kepailitan dan pemanfaatan aset debitur adalah
langkah penting. Proses yang lebih sederhana akan lebih mudah dipahami dan
dilaksanakan, sehingga dapat mempercepat pemanfaatan aset. Selain itu,
peningkatan transparansi informasi tentang aset debitur dan nilai asetnya sangat
diperlukan. Informasi yang transparan dan mudah diakses akan membantu semua
pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat
waktu.

Penguatan koordinasi antar pihak yang berkepentingan juga sangat penting.
Dengan koordinasi yang baik, proses pemanfaatan aset dapat berjalan lebih efektif
dan efisien. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi khusus yang
bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan kerjasama antara semua pihak
yang terlibat dalam proses.

Pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan merupakan langkah penting
untuk meminimalkan kerugian kreditur, mendukung pemulihan ekonomi, dan
menjaga nilai aset. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, dengan solusi
yang tepat, pemanfaatan aset debitur dapat dilakukan secara optimal dan
memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penyederhanaan
proses hukum, peningkatan transparansi informasi, dan penguatan koordinasi
adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari
pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan. Dengan demikian, proses kepailitan
tidak hanya dilihat sebagai akhir dari sebuah perusahaan, tetapi juga sebagai
peluang untuk memulai kembali dan memberikan kontribusi positif bagi
perekonomian.

Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana
mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan dalam hukum kepailitan di
Indonesia. Apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai
ekonomi dan manfaat bagi kreditur dari pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan.
Serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan aset
debitur pasca kepailitan di Indonesia.

12 Rio Haribowo, S. E. (2024). Studi Kelayakan Bisnis. Bekasi: PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, h. 29
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METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis
mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan dalam hukum kepailitan di
Indonesia.”® Tujuannya adalah mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan nilai
ekonomi dan manfaat bagi kreditur, serta mengatasi tantangan dalam pemanfaatan
aset debitur. Desain deskriptif analitis dipilih untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai fenomena ini dan menganalisis berbagai aspeknya secara
mendalam. Metode pengumpulan data mencakup observasi langsung terhadap
pengelolaan aset oleh kurator dan pelaksanaan lelang. Penelitian ini juga
menggunakan data sekunder seperti dokumen hukum dan regulasi, termasuk UU
Kepailitan, literatur terkait, laporan pengadilan kepailitan, dan data statistik. Studi
literatur mendukung analisis dan interpretasi data. Teknik analisis konten
digunakan untuk menganalisis data dari wawancara dan dokumen, sementara data
sekunder dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran kondisi
kepailitan di Indonesia. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan
teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.
Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan
mengatasi tantangan dalam pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia,
serta memberikan rekomendasi praktis bagi kreditur dan pihak terkait untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan

Kepailitan merupakan proses hukum yang dinyatakan oleh pengadilan atas
sebuah perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.'* Dalam
situasi ini, aset-aset debitur menjadi kunci untuk menyelesaikan kewajiban utang
dan memberikan peluang pemulihan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hukum
kepailitan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),
mengatur mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan secara detail.
Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan aset debitur dioptimalkan untuk
kepentingan kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Proses
pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia melalui tahapan-tahapan
berikut:

1. Penentuan Status Aset: Hakim Pengawas akan menentukan status aset
debitur, apakah termasuk dalam boedel pailit atau tidak. Boedel pailit adalah

B Mukti, A. K, Kartika, D., & Perdawan, A. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA
KETENAGAKERJAAN DALAM UPAYA MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN BURUH PADA
PERUSAHAAN KABUPATEN MAGELANG YANG PAILIT. Causa: Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan, 4(3), h. 25.

" Putri, E. N., Suhariyanto, D., & Iryani, D. Op. Cit, h. 353.
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seluruh harta benda debitur yang dapat dijadikan jaminan untuk pembayaran

utang kepada kreditur. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), semua barang bergerak dan tidak bergerak dari

debitur menjadi jaminan bagi segala perikatan perseorangan. Aset yang tidak

termasuk dalam boedel pailit akan dikembalikan kepada debitur.”

2. Penilaian Aset: Kurator, yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, akan
melakukan penilaian terhadap aset debitur untuk menentukan nilai wajarnya.
Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa penilaian harta pailit
dilakukan oleh kurator untuk memperoleh nilai pasar yang sebenarnya.
Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan
jenis aset dan kondisi pasar.'

3. Pembayaran Utang: Aset debitur yang telah dinilai akan dijual atau dilelang
untuk menghasilkan dana yang digunakan untuk membayar utang kepada
kreditur. Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran utang
dilakukan dengan menggunakan harta pailit. Urutan pembayaran utang
diatur dalam UU Kepailitan, dengan kreditur separatis diutamakan terlebih
dahulu, diikuti kreditur konkuren, dan terakhir kreditur subordinat. Pasal 55
UU Kepailitan mengatur hak-hak kreditur separatis."”

4. Sisa Aset: Jika setelah pembayaran utang masih terdapat sisa aset, sisa
tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 140
ayat (1) UU Kepailitan. Namun, jika debitur masih memiliki utang di luar
boedel pailit, sisa aset dapat digunakan untuk membayar utang tersebut.®

Mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia
didasarkan pada beberapa prinsip hukum, antara lain:"”

1. Prinsip Kesamaan: Semua kreditur berhak atas pembayaran utang secara
proporsional, sesuai dengan piutangnya masing-masing. Pasal 182 KUH
Perdata menyatakan bahwa kreditur memiliki hak yang sama atas
barang-barang debitur yang disita.

2. Prinsip Keadilan: Aset debitur harus dimanfaatkan secara adil dan transparan
untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Pasal 184 ayat (1) UU

> Saragi, N. E. E. R. (2024). Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 3(2), h. 230.

16 Sjanturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator
dalam Kepailitan. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(6), 751-760.

7 Kosasih, J. I, & SH, M. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian
Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), h. 53.

¥ Sangkut, M., & Mulyani, S. (2022). Tanggung Jawab Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan
Terhadap Kelebihan Penjualan Aset Pasca Kepailitan (Studi Kasus Putusan Gugatan Lain Lain
Nomor: 23 K/Pdt. sus-Pailit/2021). Notary Law Research, 3(2), h. 15.

¥ Laia, F, Laia, D., Hamonangan, A., & Simangunsong, E. (2024). AKIBAT HUKUM KEPAILITAN
TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana, 6(1), h. 71.
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Kepailitan mengharuskan kurator bertindak jujur, cermat, dan tidak memihak

dalam mengelola harta pailit.

3. Prinsip Keefektifan: Proses pemanfaatan aset debitur harus dilakukan secara
efektif dan efisien untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil.
Pasal 72 UU Kepailitan menekankan perlunya kecepatan dan efisiensi dalam
penanganan kepailitan.

UU Kepailitan juga mengatur beberapa hak dan kewajiban para pihak yang
terlibat dalam proses pemanfaatan aset debitur, antara lain:*

1. Hak Kreditur: Kreditur berhak mendapatkan informasi tentang proses
pemanfaatan aset debitur dan berhak untuk mengajukan keberatan jika
merasa dirugikan. Pasal 134 ayat (1) UU Kepailitan memberikan hak kepada
kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan kurator.

2. Kewajiban Debitur: Debitur wajib menyerahkan seluruh asetnya kepada
kurator dan membantu proses penilaian dan penjualan aset. Pasal 96 ayat (1)
UU Kepailitan mengharuskan debitur untuk bekerja sama dengan kurator.

3. Kewajiban Kurator: Kurator wajib bertindak secara profesional dan
bertanggung jawab dalam mengelola aset debitur dan menyelesaikan proses
kepailitan. Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa kurator harus
melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia
merupakan proses yang kompleks dan diatur secara detail dalam UU Kepailitan.
Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan aset debitur dioptimalkan untuk
kepentingan kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip-prinsip
hukum seperti kesamaan, keadilan, dan keefektifan menjadi dasar bagi mekanisme
ini. Para pihak yang terlibat dalam proses ini memiliki hak dan kewajiban yang
diatur dalam UU Kepailitan.

Pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan yang efektif dan efisien dapat
membantu meminimalkan kerugian kreditur, mendukung pemulihan ekonomi, dan
menjaga nilai aset. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan menerapkan solusi
yang tepat, pemanfaatan aset debitur dapat dilakukan secara optimal dan
memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Meningkatkan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditur dari Pemanfaatan Aset
Debitur Pasca Kepailitan

Kepailitan adalah proses hukum yang kompleks dan menantang bagi semua
pihak yang terlibat, terutama bagi para kreditur yang memiliki piutang terhadap
debitur yang dinyatakan pailit. Dalam situasi ini, aset debitur menjadi sumber

? Jayadi, H. (2022). Hak dan Kewajiban Kreditor Memiliki Hak Retensi dalam Pembagian Harta Pailit
Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. AL-MANHA]: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), h.
745.
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utama untuk melunasi utang dan meminimalkan kerugian bagi kreditur* Oleh
karena itu, penting untuk menerapkan strategi yang efektif dalam memanfaatkan
aset debitur pasca kepailitan guna memaksimalkan nilai ekonomi dan manfaat bagi
para kreditur.

1. Penjualan Aset: Penjualan langsung aset debitur dapat dilakukan melalui
proses lelang atau negosiasi langsung dengan pembeli. Sesuai dengan Pasal
113 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kurator berwenang untuk menjual
harta pailit dengan cara lelang, penawaran tertulis, atau penjualan di luar
lelang. Selain itu, penjualan terstruktur dalam bentuk sekuritisasi seperti
Surat Berharga Asset Backed (SBAB) dapat memperluas basis investor dan
meningkatkan modal. Kreditur juga dapat memilih joint venture untuk
mengembangkan dan mengoperasikan aset debitur, meningkatkan nilai aset
dan menghasilkan keuntungan lebih besar.”

2. Restrukturisasi Utang: Perpanjangan jangka waktu pembayaran utang dapat
memberikan debitur lebih banyak waktu untuk memulihkan kondisi
keuangannya. Pasal 266 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan
perpanjangan jangka waktu pembayaran utang. Selain itu, pengurangan
pokok utang dapat meringankan beban debitur dan membantu mereka
kembali bangkit. Konversi utang menjadi ekuitas juga merupakan opsi
strategis, memberikan kreditur kepemilikan di perusahaan debitur dan
partisipasi dalam pengelolaan perusahaan.”

3. Pemulihan Aset: Penelusuran dan pemulihan aset yang telah disembunyikan
atau dialihkan adalah langkah penting. Sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU
Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki kewenangan untuk mencari, meneliti,
dan mengamankan harta pailit. Kreditur juga dapat menagih piutang yang
terutang kepada debitur, yang merupakan langkah efektif untuk
mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Pengembalian aset yang
disita juga dapat dilakukan untuk dijual atau digunakan dalam melunasi
utang debitur.*

4. Likuidasi Aset: Penjualan aset secara bertahap dapat membantu
memaksimalkan nilai jual aset. Menjual aset yang paling mudah dijual
terlebih dahulu dapat mengoptimalkan pendapatan. Penjualan aset dalam
kondisi "apa adanya" tanpa perlu perbaikan terlebih dahulu juga dapat
mempercepat proses penjualan. Selain itu, penggunaan platform online untuk

' NAINGGOLAN, D. B., & SH, M. (2023). Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit.
Bandung: Penerbit Alumni, h. 39

* Dewiningrat, A. 1, & Mustanda, I. K. (2018). Pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan
penjualan, dan struktur aset terhadap struktur modal. E-Jurnal Manajemen Unud, 7(7), h. 3471.

» Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan
Terbatas. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), h. 120.

* Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung.
Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba, 10(3), h. 155.
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menjual aset dapat menjangkau lebih banyak pembeli potensial,

meningkatkan peluang penjualan.”

5. Pemanfaatan Keahlian Pihak Ketiga: Menyewa konsultan yang
berpengalaman dapat membantu kreditur memilih dan melaksanakan
strategi pemanfaatan aset secara efektif. Kerjasama dengan perusahaan
manajemen aset juga dapat mengelola aset debitur dengan optimal.
Penggunaan jasa penilai aset yang profesional dapat memberikan penilaian
akurat tentang nilai aset, sehingga kreditur dapat membuat keputusan yang
tepat dalam proses pemanfaatan aset.*

Mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan diatur secara detail dalam UU
Kepailitan. Beberapa pasal penting yang mendukung strategi ini meliputi:

1. Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan: Kurator berwenang untuk menjual harta
pailit melalui lelang, penawaran tertulis, atau penjualan di luar lelang.

2. Pasal 266 ayat (1) UU Kepailitan: Mengatur tentang perpanjangan jangka
waktu pembayaran utang.

3. Pasal 114 ayat (1) UU Kepailitan: Kurator memiliki kewenangan untuk
mencari, meneliti, dan mengamankan harta pailit.

Prinsip-prinsip hukum seperti kesamaan, keadilan, dan keefektifan menjadi
dasar bagi mekanisme ini. Pasal 182 KUH Perdata menyatakan bahwa kreditur
memiliki hak yang sama atas barang-barang debitur yang disita, dan Pasal 71 ayat
(1) UU Kepailitan mengharuskan kurator untuk melaksanakan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab.

Pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan adalah proses yang kompleks dan

membutuhkan pertimbangan matang. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan
efektif, kreditur dapat memaksimalkan nilai ekonomi dan manfaat dari aset debitur,
sehingga meminimalkan kerugian dan mempercepat proses pemulihan keuangan
mereka. Strategi terbaik akan bervariasi tergantung pada situasi spesifik
masing-masing, dengan mempertimbangkan jenis aset, kondisi keuangan debitur,
kondisi pasar, dan kerangka hukum yang berlaku.
Komunikasi yang baik dengan kurator, hakim pengawas, dan pihak-pihak terkait
lainnya sangat penting. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif akan membantu
kelancaran proses pemanfaatan aset debitur dan memastikan bahwa hak-hak
kreditur terlindungi dengan baik. Kepailitan merupakan situasi sulit bagi semua
pihak yang terlibat. Namun, dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang baik,
kreditur dapat memaksimalkan nilai ekonomi dan manfaat dari aset debitur pasca
kepailitan dan mempercepat proses pemulihan keuangan mereka.

% Diana, L., & Osesoga, M. S. (2020). Pengaruh likuiditas, solvabilitas, manajemen aset, dan ukuran
perusahaan terhadap kinerja keuangan. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 12(1), h. 22.

* Yasa, I. N. P, & WIGUNA, L. G. N. H. (2022). Kewirausahaan Theopreneurship: Teori dan Kiat
Menjadi Wirausaha. Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, h. 17.
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Tantangan dan Hambatan Dalam Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan di
Indonesia

Pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di Indonesia seringkali
dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang menghambat proses
pemulihan ekonomi bagi para kreditur. Tantangan-tantangan ini berasal dari
kerangka hukum yang kompleks, ketidakpastian nilai dan likuiditas aset, kurangnya
keahlian dan pengalaman, faktor eksternal, dan budaya bisnis yang lemah.

Proses kepailitan di Indonesia seringkali panjang dan memakan waktu
bertahun-tahun untuk diselesaikan, yang dapat menghambat proses pemanfaatan
aset debitur. Hal ini terjadi karena kerangka hukum kepailitan di Indonesia sangat
kompleks dan memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Peraturan yang
ada juga seringkali tidak jelas dan multitafsir, sehingga menimbulkan perselisihan
dan menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kurangnya
koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti pengadilan,
kurator, dan Badan Penyelamatan Usaha Negara (BPUN), juga dapat menyebabkan
inefisiensi dan memperlambat proses.”

Nilai aset debitur seringkali rendah karena kondisi keuangan perusahaan
yang buruk sebelum dinyatakan pailit. Selain itu, aset debitur yang tidak likuid,
seperti tanah bermasalah atau mesin usang, dapat sulit dijual dan menghasilkan
nilai yang rendah. Kurangnya informasi yang akurat tentang aset debitur juga
membuat kreditur sulit untuk menentukan nilai dan strategi pemanfaatan yang
tepat. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakpastian nilai dan likuiditas aset debitur
pasca kepailitan.”®

Jumlah kurator yang kompeten dan berpengalaman di Indonesia masih
terbatas, yang dapat menghambat proses pemanfaatan aset debitur. Banyak kreditur
juga tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses
kepailitan dan pemanfaatan aset debitur, sehingga mereka kesulitan dalam
menentukan langkah yang tepat. Selain itu, kreditur mungkin tidak memiliki akses
mudah kepada ahli hukum, keuangan, dan penilai aset yang dibutuhkan untuk
membantu mereka dalam proses pemanfaatan aset debitur.”

Kondisi ekonomi yang buruk dapat menurunkan nilai aset dan menghambat
proses penjualan. Persaingan dari pembeli lain juga dapat menurunkan harga aset
dan merugikan kreditur. Gangguan politik dan hukum menciptakan ketidakpastian

* Irfansyah, 1. (2024). Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis.
AL-MIKRA] Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 4(02), h. 1270.

® Septiani, N. P. N., & Suaryana, I. G. N. A. (2018). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan,
struktur aset, risiko bisnis dan likuiditas pada struktur modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,
22(3), h. 1684.

» Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan
Kredit. Yogyakarta: Penerbit Andi, h. 28.
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dan menghambat proses pemanfaatan aset debitur. Semua faktor eksternal ini
berkontribusi pada tantangan dalam pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan.”

Budaya kolusi dan korupsi dapat menghambat proses pemanfaatan aset
debitur secara transparan dan adil. Kurangnya transparansi dalam proses kepailitan
dan pemanfaatan aset debitur dapat menimbulkan kecurigaan dan memicu
perselisihan. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat
dalam proses kepailitan dapat menyebabkan penyalahgunaan aset dan merugikan
kreditur.”

Tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan di
Indonesia memerlukan upaya yang serius untuk diatasi. Beberapa upaya yang dapat
dilakukan meliputi penyederhanaan dan penyempurnaan kerangka hukum
kepailitan, peningkatan kapasitas kurator dan kreditur, peningkatan transparansi
dan akuntabilitas dalam proses kepailitan, serta pengembangan budaya bisnis yang
sehat dan berintegritas.

Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini, proses pemanfaatan aset
debitur pasca kepailitan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien,
sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para kreditur dan
mempercepat proses pemulihan ekonomi. Upaya ini membutuhkan kolaborasi dari
semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga hukum, kurator, dan kreditur,
untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan baik dan transparan,
serta memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak yang berkepentingan.

PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pemanfaatan aset debitur pasca
kepailitan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi
dan manfaat bagi kreditur jika dilakukan dengan strategi yang tepat.
Penyederhanaan proses hukum, peningkatan transparansi informasi, dan penguatan
koordinasi antar pihak yang berkepentingan adalah kunci utama untuk mengatasi
tantangan yang ada. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kompleksitas
regulasi, kurangnya transparansi, dan koordinasi yang tidak optimal antara
pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengatasi tantangan ini, pemanfaatan aset
debitur pasca kepailitan tidak hanya dapat meminimalkan kerugian kreditur tetapi
juga mendukung pemulihan ekonomi secara lebih luas.
Saran

% Noor, A., Solihah, I. N., Dewata, M. 1., Widyahastuti, M., & Najmi, N. (2023). Kompleksitas
Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi,
Birokrasi & Kepemilikan Properti. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), h. 8219.

31 Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021). The new Strategy in Combating
Corruption (Detecting Corruption: HU-Model). Medan: Merdeka Kreasi Group, h. 22.
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1. Penyederhanaan Proses Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait perlu
menyederhanakan proses hukum kepailitan dan pemanfaatan aset debitur
untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaannya.

2. Peningkatan Transparansi: Transparansi informasi mengenai aset debitur
harus ditingkatkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat membuat
keputusan yang lebih baik dan tepat waktu.

3. Penguatan Koordinasi: Pembentukan tim koordinasi khusus yang
bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara semua
pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi
proses pemanfaatan aset debitur pasca kepailitan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses kepailitan tidak hanya
dilihat sebagai akhir dari sebuah perusahaan, tetapi juga sebagai peluang untuk
memulai kembali dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.
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